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ABSTRAK 

 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat dan 

perlu diatur dalam Undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum. Ada 4 

(empat) allternatif kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menanggung 

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

ditanggung oleh karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh 

pemberi kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang sebagian, dan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yang digross-up. 

 Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah perbandingan antara ketiga 

alternatif kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang ditanggung oleh pemberi kerja, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang sebagian, 

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digross-up, serta pengaruhnya terhadap laba 

bersih periode berjalan PT. X.  

 Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap PT 

X adalah pajak terutang PT X dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 

ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 641.041.100,00. Setelah diterapkan 

kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang perusahaan, pajak terutang PT X 

menjadi Rp 638.595.500,00, dalam hal ini terdapat penghematan sebesar Rp 

2.445.600,00. Selain itu jika perusahaan menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 digross-up (Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh 

perusahaan), perusahaan dapat lebih menghemat pajak yaitu sebesar Rp 

51.125.700,00. Penghematan tersebut karena perusahaan dapat memasukkan 

tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban sehingga laba 

sebelum pajak perusahaan menurun. 

  Laba setelah pajak dengan diterapkannya kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 

21 yang ditunjang perusahaan juga berubah. Dengan kebijakan tersebut, laba bersih 

setelah pajak menurun menjadi Rp 1.548.389.500,00 jika dibandingkan dengan 

kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan yang sebesar Rp 

1.554.095.900,00 maka ada penurunan sebesar Rp 5.706.400,00. Laba setelah pajak 

dengan diterapkannya kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digross-up sebesar 

Rp 1.334.802.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp 219.293.300,00. 

 

Kata-kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja, Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang Ditunjang Sebagian, Pajak Penghasilan Pasal 21 Digross 

Up,paja terutang, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, Take Home Pay 

 

 

 

 

 



Universitas Kristen Maranatha

 

ABSTRACT 

Income tax is the tax revenue coming from the people and needs to be 

regulated in the Act to provide legal certainty. There are 4 (four) allternatif policies 

used by companies to bear the Income Tax Article 21 employees, namely Article 21 

of Income Tax borne by the employee, the Income Tax Article 21 which are borne 

by the employer, Income Tax Article 21 is supported in part, and the Income Tax 

Section 21 of grossed-up. 

Problem studied in this thesis is the comparison between the three alternative 

policy Income Tax Article 21, namely Article 21 of Income Tax borne by the 

employer, Income Tax Article 21 is supported in part, and the Income Tax Article 21 

of grossed-ups, and its influence on net profit period PT. X. 

The results obtained from research conducted by the author of the PT Sipatex 

is tax payable PT X with the policies of Income Tax Article 21 borne by the 

company amounted to Rp 641.041.100.00. Having applied policy Income Tax 

Article 21 supported the company, the tax payable PT X to Rp 638.595.500.00, in 

this case there are savings of Rp 2.445.600.00. In addition, if corporate income tax 

policies of Article 21 grossed-ups (Income Tax Section 21 is supported entirely by 

the company), companies can save more tax is Rp 51.125.700,00. These savings 

because the company can enter the tax benefits granted to employees as an element 

of the burden that the company's pretax earnings decline. 

 Profit after tax with income tax policies implementation of Article 21 which 

supported the company also changed. With these policies, the net profit after tax 

decreased to Rp 1.548.389.500,00 when compared with income tax policies of 

Article 21 covered the company for Rp 1.554.095.900.00 then there is a decrease of 

Rp 5.706.400.00. Profit after tax with income tax policies applied Article 21 of 

grossed-up of Rp 1.334.802.600.00 a decline of Rp 219.293.300.00. 

 

Keywords : the Income Tax Article 21 which are borne by the employer, Income Tax 

Article 21 is supported in part, the Income Tax Section 21 of grossed-up, Profit after 

tax, profit before tax, tax payable, take home pay.  
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